Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Brk

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

EDWIN PAPUTUNGAN BIN KADIR PAPUTUNGAN, NIK: 7108022702820001,
tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 27
Februari 1982, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Dusun 1, Desa Suka Makmur, Kecamatan
Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Siswana Akase binti Djamrut Akase, NIK: -, tempat dan tanggal lahir
Bintauna, 06 Agustus 1984, agama Islam,
pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Dusun 3, Desa Bunia,
Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara. Selanjutnya disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA
1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Jumat

tanggal 10 Maret 2023 dengan  register perkara  Nomor
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45/Pdt.G/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi
sebagai berikut;

2. Bahwa pada hari Ahad, 24 Agustus 2003 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 61/10/VI11/2003, tertanggal 24 Agustus 2003;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Termohon selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian berpindah ke rumah
kediaman bersama sampai berpisah;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang
anak, masing-masing bernama :

— Aprilia Ningsi Paputungan, perempuan, berumur 18 tahun;
— Iftitah Paputungan, perempuan, berumur 12 tahun;
— Jibril Paputungan, laki-laki, berumur 8 tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak Maret 2021, Termohon pergi bersama seorang
laki-laki bemama Aten Ginumbu dan sampai dengan Permohonan ini di
ajukan Termohon tak kunjung pulang ke rumah;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada Maret 2021 tersebut diatas,
Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan
kewajiban selayaknya pasangan suami isteri selama lebih kurang 2 tahun
lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, dan oleh
karenanya membutuhkan keterangan resmi dari Desa Suka Makmur yang

merupakan Desa dimana Pemohon bertempat tinggal, dibuktikan dengan
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Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa

Suka Makmur, Nomor : 43/SKTM/D-SM/III/2023, tertanggal 01 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (EDWIN PAPUTUNGAN BIN KADIR
PAPUTUNGAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(SISWANA AKASE BINTI DJAMRUT AKASE) di depan sidang
Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Boroko
tahun anggaran 2023;

SUBSIDAIR:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor
45/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 13 Maret 2023, dan
tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana
permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima
penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/42/HK.05/3/2023,
tanggal 9 Maret 2023, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan

Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 61/10/VI11/2003 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 24 Agustus

2003. Bukti surat tersebut telah bermateri cukup, dinazegelen dicocokkan

dengan aslinya oleh ketua majelis yang ternyata sesuai kemudian Diberi

tanggal, diparaf, lalu diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Refli Pangko bin Darmon Pangko, umur 19 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun 1,

Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara, saksi tersebut mengaku sebagai adik sambung Pemohon, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohondan Termohon adalah suami istri yang sah
dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohondan Termohon tinggal di
rumah Termohon, kemudian keduanya pindah kerumah kediaman
bersama;

- Bahwa saatini Pemohondan Termohon telah berpisah tempat tinggal,

- Bahwa setahu saksi Pemohondan Termohon berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi pernah dengar Pemohondan Termohon bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu, pertengkaran antara Pemohondan Termohon

pergi meninggalakn pemohon bersama laki-laki lain;
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- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohondan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Wati Mangula binti Mahmud Mangula, umur 55 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2,

Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohondan Termohon adalah suami istri yang sah
dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohondan Termohon tinggal di
rumah Termohon, kemudian keduanya pindah kerumah kediaman
bersama;

- Bahwa saatini Pemohondan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi Pemohondan Termohon berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah dengar Pemohondan Termohon bertengkar;

- Bahwa yang saksi tahu, pertengkaran antara Pemohondan Termohon
pergi meninggalakn pemohon bersama laki-laki lain;

- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor
45/Pdt.G/2023/PA.Brk tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 13 Maret 2023, dan
tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara
ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan
yang jelas dan diketahui Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain saat
ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi
pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya

sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugatdalam usahanya untuk menguatkan dalil
Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada
tanggal 24 Agustus 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 24 Agustus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Refli Pangko bin Darmon Pangko dan Wati Mangula binti Mahmud Mangula, di
mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi
saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam
persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;
Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan
dengan dalil-dalil Tergugat Pemohon yang berkaitan dengan penyebab
perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, adalah patut dinilai
telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Tergugat
Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi,
dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi,
maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan
alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
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yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon pemah hidup rukun dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain;

— Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal
sejak tahun 2021;

— Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan
dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat
dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya
dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumabh;

- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan
syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk
kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya
kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan
lahir dan batin atau fisik dan psikis;

- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,
di mana keduanya telah hidup terpisah selama 2 tahun sampai sekarang,
yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Pemohon dengan Termohon, bahkan usaha untuk merukunkan
Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasamya
telah menunjukkan adanya suatu perselishan dan pertengkaran, di mana
perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni

sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan ‘azzawwaj
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al-maksuroh’ atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam
permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental
cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri,
sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik
maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata
terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah
satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk broken
marriage;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah
berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun hingga sekarang, dan pada
kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga
dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim
dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah
bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman
bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama
dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk
alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk
menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak
mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini,
Penggugattelah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan
(ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun
secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil, yang tentunya
rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai
maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti
itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemochon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka
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permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan
Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan

verstek;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan
perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang
membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu
pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2023;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (EDWIN PAPUTUNGAN BIN KADIR
PAPUTUNGAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon
(SISWANA AKASE BINTI DJAMRUT AKASAE) di depan sidang
Pengadilan Agama Boroko;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Boroko tahun Anggaran 2023;

Penutup
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh INDAH ABBAS, S.H.l, M.H.
sebagai Ketua Majelis, LAILATUS SUMARLIN, S.H.I. dan DEWI ATIQAH,
S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL MUIS ALI,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I. INDAH ABBAS, S.H.l., M.H.

DEWI ATIQAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 00
- Proses ‘Rp 00
- Panggilan :Rp 00
- PNBP 'Rp 00
- Redaksi 'Rp 00
- Meterai :Rp 00
Jumlah 'Rp 00
(nol rupiah).
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